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Abstrak 
Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana. Sub-sistem Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan. Permasalahan mengenai terjadinya pelanggaran hukum di suatu Lapas maupun Rutan bukanlah suatu hal yang baru. Berbagai kasus pelanggaran terjadi mulai dari yang ringan hingga yang paling berat seperti kerusuhan, pelarian, penyelundupan benda-benda terlarang, pembunuhan, penggunaan narkotika, suap terhadap aparat penegak hukum untuk mendapatkan fasilitas serta keinginan yang diinginkan, hingga kasus pembakaran Lapas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kewenangan Kalapas serta kendala dalam melaksanakan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara kepada Informan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro, Petugas Lembaga Permasyarakatan yang berwenang, serta narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro. Teknik Analisis data pada penelitian ini adalah mengunakan analisis kualitatif dikarenakan data dalam penelitian ini adalah informasi yang bukan bersifat angka.
Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam melaksanakan pembinaan naraidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro terdapat tahap pembinaan  narapidana  diawali  dengan  pendaftaran  narapidana  dan  diikuti  dengan proses pembinaan yang terbagi ke dalam  4 (empat) tahap yaitu tahap  pertama disebut tahap admisi  dan orientasi  merupakan tahap  pengenalan narapidana, tahap kedua setelah  narapidana  menjalani  1/3  masa  pidananya segera  diadakan sidang TPP   kembali   untuk   membahas   mengenai   penerapan   Pelaksanaan Pembinaan selanjutnya terhadap narapidana, tahap ketiga apabila hasil evaluasi sidang TPP menyatakan bahwa narapidana telah menjalani   tahap-tahap   pembinaan sebelumnya dengan   baik   ia   dapat melanjutkan tahap pembinaan   yang ketiga, tahap keempat setelah  narapidana  berhasil  menjalani  tahap-tahap  sebelumnya  yaitu tahap  pertama  sampai  dengan  tahap  ketiga,  narapidana  dapat  melanjutkan pembinaan   di   tahap   yang   keempat. Tahap pembinaan   ini   adalah   tahap pembinaan   yang  terakhir,  sehingga  narapidana  akan  menjalani  tahap  ini sampai masa pidananya berakhir. Kendala dalam melaksanakan pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro dapat dilihat dari faktor sarana atau fasilitas pendukung yang kurang memadai, faktor kurangnya penegak hukum dibandingkan dengan banyaknya jumlah narapidana.
Kata Kunci: Lapas, Narapidana, Pembinaan Narapidana
Abstract
Penitentiary is the final stage of the criminal justice system. The Penal Institution sub-system as the last sub-system of the criminal justice system has the task to carry out guidance for convicted persons, especially the criminal revocation of independence. Problems regarding the occurrence of violations of law in a prison or detention center are not new. Various cases of violations occur ranging from the mild to the most severe such as riots, fleeing, smuggling of prohibited objects, murder, drug use, bribes against law enforcement officials to obtain the desired facilities and desires, up to the Lapas burning case. This study aims to determine the implementation of the authority of Kalapas as well as the obstacles in carrying out fostering prisoners in Class II A Penitentiary in Bojonegoro. This research uses the type of sociological legal research. The type of data used consists of primary data and secondary data. Data collection techniques used were interviews with the Head of the Bojonegoro Class II Correctional Institution, Penitentiary Officers invited, as well as prisoners in Class II Penitentiary Bojonegoro. Data analysis techniques in this study used qualitative analysis of the data in this study instead of numerical information. The results showed that in carrying out prisoners' training in Class II A Penitentiary in Bojonegoro there was a prisoner training stage beginning with prisoner registration and followed by a coaching process which was divided into 4 (four) stages, namely the first stage was called the admission and orientation phase, an introduction to prisoners, the second phase after the prisoners served 1/3 of their criminal period, the TPP hearing was immediately held again to discuss the implementation of the next Training for prisoners, the third stage if the results of the evaluation of the TPP session state that the prisoner has undergone the previous stages of coaching well he can continue the third stage of coaching, the fourth stage after the prisoner successfully undergoes the previous stages namely the first stage up to the third stage, prisoners can continue coaching in the fourth stage. This coaching stage is the final coaching stage, so that prisoners will go through this stage until the criminal term ends. Obstacles in carrying out the formation of prisoners in Class II A Penitentiary in Bojonegoro can be seen from the inadequate facilities or supporting facilities, the lack of law enforcement factors compared to the large number of prisoners.
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PENDAHULUAN 
Lembaga Pemasyarakatan disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sesuai dengan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah Penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Sedangkan pengertian terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukuman tetap. Narapidana yang ditempatkan di Lapas memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Hal tersebut dikarenakan Narapidana pada hakikatnya tetaplah manusia sama seperti kita yang memiliki hak asasi yang harus terpenuhi, para narapidana juga dituntut harus mematuhi dan mengikuti seluruh peraturan yang berlaku yang tujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan didalam Lapas.Tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 dikatakan bahwa: “Setiap narapidana dan tahanan wajib mematuhi tata tertib Lapas dan Rutan.” Keamanan dan ketertiban merupakan faktor penting untuk mendukung segala kegiatan yang ada di Lapas, sebab apabila terjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban akan berdampak pada terhambatnya proses kegiatan-kegiatan yang ada di Lapas.
Undang-Undang telah menetapkan bahwa setiap narapidana harus mematuhi seluruh tata tertib yang ada, dan seluruh petugas Lapas yang ada pada suatu instansi Lapas maupun Rutan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban Lapas dan Rutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Situasi dalam membina narapidana harus mempunyai iklim dan identik dengan iklim keluarga dimana ditemukan kedamaian dan keamanan. (Ninik dkk., 1987:67)

Permasalahan mengenai terjadinya pelanggaran hukum di suatu Lapas maupun Rutan bukanlah suatu hal yang baru. Berbagai kasus pelanggaran terjadi mulai dari yang ringan hingga yang paling berat seperti kerusuhan, pelarian, penyelundupan benda-benda terlarang, pembunuhan, penggunaan narkotika, suap terhadap aparat penegak hukum untuk mendapatkan fasilitas serta keinginan yang diinginkan, hingga kasus pembakaran Lapas. Salah satu contoh dengan kasus pelanggaran hukum tersebut sebagaimana diliput oleh kompas.com adalah : “Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengagendakan pemeriksaan enam orang saksi dalam kasus dugaan suap terkait pemberian fasilitas dan izin keluar Lapas Sukamiskin, Rabu (19/2/2020) hari ini.Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, saksi yang dipanggil terdiri dari lima pegawai Lapas Sukamiskin dan seorang pegawai Kementerian Hukum dan HAM. Lima pegawai Lapas Sukamiskin yang dipanggil penyidik adalah Wawan Setiawan, Joaquin Lucio, Dana Sugiharto, Ade Budi Dharma, dan Sukma Setiabudi.Sedangkan, seorang PNS Kemenkumham yang dipanggil KPK hari ini bernama Slamet Widodo. Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan lima orang tersangka dalam kasus ini. Kelimanya adalah mantan Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husein dan Deddy Handoko.Wahid Husein sendiri telah divonis bersalah dan dipidana delapan tahun penjara dalam perkara suap sebelumnya. Kemudian, tersangka lainnya yaitu Direktur Utama PT Glori Karsa Abadi (GKA) Rahadian Azhar, warga binaan Tubagus Chaeri Wardana, dan warga binaan sekaligus mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin. Berdasarkan konstruksi perkara, Tubagus diduga pernah memberikan mobil Toyota Kijang Innova dan uang sebesar Rp 75 juta ke Deddy Handoko.Pemberian itu untuk memudahkan Tubagus mendapatkan akses izin keluar Lapas, seperti izin berobat dan izin luar biasa.Sementara Wahid Husein, setelah divonis bersalah menerima suap, ia kini disangka menerima gratifikasi dari seorang warga binaan berupa mobil Toyota Land Cruiser hardtop warna hitam. Penerimaan gratifikasi itu tak dilaporkan ke KPK dalam batas waktu 30 hari. Di sisi lain, Rahadian membelikan Wahid Husein mobil Mitsubishi Pajero Sport hitam dengan bayaran cicilan.”
https://nasional.kompas.com/read/2020/02/19/11251501/kasus-suap-lapas-sukamiskin-kpk-panggil-enam-saksi Ramadhan, Ardito. 2020. Kasus Suap Lapas Sukamiskin, KPK Panggil enam saksi diakses pada 24 Februari 2020.
   Selain itu sebagai contohnya dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A terdapat pelanggaran yaitu salah satunya : “Kasus penukaran napi di Lapas Kelas II A Bojonegoro, Tim Inspektorat Kemenkum HAM Jatim, kembali mendatangi Lapas Bojonegoro untuk melanjutkan pemeriksaan administrasi terkait penerimaan napi. Seperti diberitakan, dengan imbalan uang Rp 10 juta, Karni (Kasiem palsu) rela menggantikan posisi Kasiem meringkuk di dalam sel penjara Lapas Bojonegoro sejak dilakukan eksekusi Kejari Bojonegoro 27 Desember 2010 lalu. Terbongkarnya kasus ini berawal dari kecurigaan petugas Lapas Bojonegoro yang sebelumnya sempat mengetahui wajah terdakwa Kasiem. Setelah ditelusuri, ternyata benar bahwa yang dijebloskan ke dalam sel tahanan adalah orang yang salah. Karni sendiri, telah mengakui bahwa dirinya mendapat imbalan uang dari Kasiem untuk menggantikannya menerima hukuman di dalam penjara. Dalam kasus ini, Kasiem mestinya menjalani hukuman atas putusan Kasasi untuk 2 perkara sekaligus. Yakni Kasasi nomor 2726K dan 2712K yang semuanya menguatkan putusan PN Bojonegoro dan PT yang telah menjatuhkan vonis 3 bulan 15 hari terkait kasus penyelewengan pupuk bersubsidi. Kasiem harus mendekam di dalam sel tahanan selama 7 bulan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.”https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-1540446/kemenkum-ham-tidak-temukan-pelanggaran-pada-petugas-lapas-bojonegoro 
Berdasarkan kasus tersebut sangat disayangkan karena meskipun sudah adanya satuan petugas keamanan yang bertanggung jawab masih dapat terjadi pelanggaran keamanan dan ketertiban dalam lapas. Dengan demikian, membuat kerancuan dalam pelaksanaan sistem keamanan dengan prosedur tetap yang berlaku. Untuk lebih meningkatkan ketertiban dan keamanan dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran maka perlu ditingkatkannya peran petugas Lapas karena sangatlah penting dalam usaha menjaga keamanan dan ketertiban, bahkan berkewajiban untuk melaksanakan system keamanan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Petugas Lapas wajib menjalankan sistem keamanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yaitu sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menyebutkan bahwa:
“Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

a. pengayoman;

b. persamaan perlakuan dan pelayanan;

c. pendidikan;

d. pembimbingan;

e. penghormatan harkat dan martabat manusia;

f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan

g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.”

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan, menyebutkan bahwa 
1. Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

2.  Ketentuan mengenai pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh BAPAS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Pejabat yang melaksanakan pembinaan narapidana berwenang mengatur tata tertib dan pengamanan lapas.Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang petugas dalam memberikan akses izin keluar lapas pada warga binaan seperti izin berobat dan izin luar biasa. Keamanan dalam lapas harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
Lapas yang seharusnya menjadi tempat bagi warga binaan yang menjalani hukuman akan tetapi masih dapat terjadi pelanggaran hukum yaitu penyalahgunaan wewenang pejabat dalam izin keluar lapas kepada narapidana. Dalam peraturan nya sudah jelas dilarang tercantum dalam Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara menyatakan bahwa : “Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;”
Dalam kenyataannya peraturan tersebut tidak terlaksanakan dengan baik, kasus di lapas  Sukamiskin yang dilakukan oleh Kepala Lapas dikarenakan menerima suap dari narapidana untuk mendapatkan fasilitas mewah dan memberikan izin terhadap narapidana tersebut dimana jelas terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Lapas yang menyimpang dengan peraturan. Dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun Lapas sudah menjalankan prosedur yang sesuai peraturan, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa masih ada oknum yang memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh tujuan pribadi. Untuk itulah berdasarkan kasus diatas serta permasalahan mengenai pelanggaran yang terjadi di Lapas kelas 1 Sukamiskin Bandung menjadi pertanyaan mendasar bagi penulis apakah pelaksanaan membinaan narapidana sudah sesuai dengan peraturan secara umum yang sudah dicantumkan dalam Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara menyatakan bahwa : “Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;”
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana implementasi kewenangan Kalapas dalam melaksanakan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro?
2. Apa kendala dalam melaksanakan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro?
METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah metode penelitian yang bersifat yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat ataupun lingkungan masyarakat dengan tujuan yaitu menemukan fakta (fact-finding), setelah itu menuju pada identifikasi masalah (problem-identification) dan terakhir pada penyelesaian masalah (problem-solution) (Soerjono Soekanto, 1984:10). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Yang dipelajari adalah objek penelitian yang utuh, sepanjang hal itu mengenai manusia (Soerjono Soekanto, 1984:18). Pada penelitian kualitatif, pada saat mengumpulkan data dilapangan, peneliti berperan serta pada penelitian dan mengikuti secara aktif kegiatan kemasyarakatan. (Lexy J. Moeleong, 2014:8) 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di masyarakat melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi, sedangkan data sekunder merpakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau abahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.( Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015:156) Pada teknik pengolahan data primer yaitu, tahap selanjutnya yaitu melakukan pengolahan data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut dan sistematis, sehingga dapat memudahkan peneliti melakukan analisis. Pada tahap pertama yaitu tahap triangulasi, editing, classifying, dan terakhir yaitu melakukan tahap verifying. 
Tahap selanjutnya setelah pengolahan data yaitu analisis data untuk menganalisis data-data yang diperoleh dari penelitian dilapangan dan teori teori yang relevan. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan data (Lexy J Moleong, 2002:103). Teknik Analisis data pada penelitian ini adalah mengunakan analisis kualitatif dikarenakan data dalam penelitian ini adalah informasi yang bukan bersifat angka.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Implementasi Kewenangan Kalapas Dalam Melaksanakan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro
Kewenangan petugas Lapas dalam melaksanakan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 Mei 2020 pembahasan berikut akan diuraikan mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro yang dilihat dari komponen sebagai pembinaan warga  binaan adalah  sebuah  sistem.  Dalam  sistem  pembinaan warga  binaan  terdapat asas-asas  yang  melandasi  pelaksanaan  pembinaan  warga binaan. Asas-asas tersebut yaitu:
a. Pengayoman
b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
c. Pendidikan
d. Pembimbingan
e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
g. Terjaminnya   hak   untuk   tetap   berhubungan   dengan   keluarga   dan orang-orang tertentu
Komponen penting dalam pembinaan warga binaan yaitu:
1. Warga binaan sendiri
2. Keluarga adalah anggota keluarga inti atau anggota keluarga dekat
3. Masyarakat adalah orang-orang yang berada disekeliling narapidana saat masih berada diluar Lembaga Pemasyaraktan
4. Petugas dapat berupa petugas kepolisian, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan lain sebagainya.
Menurut Pasal  2  UU  No  12  Tahun  1995 tujuan  pembinaan  warga  binaan adalah   membentuk   warga   binaan Pemasyarakatan agar   menjadi   manusia seutuhnya,  menyadari  kesalahannya,  memperbaiki  diri  dan  tidak  mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif  berperan  dalam  pembangunan  dan  dapat  hidup  secara  wajar  sebagai  warga yang   baik   dan   bertanggung   jawab.
Pembinaan terhadap Warga Binaan terbagi dalam tiga tahap yaitu:
1. Tahap awal meliputi:
a) Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan selama 1 (satu) bulan
b) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
c) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
d) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
2. Tahap lanjutan meliputi:
a) Perencanaan program pembinaan lanjutan
b) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan
c) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan
d) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi
e) Tahap akhir Pada    tahap    akhir    tidak    dilaksanakan    oleh Lembaga Pemasyarakatan tetapi  di  luar  Lembaga  Pemasyarakatan  yaitu  oleh Balai Pemasyarakatan.
Dalam  pelaksanaan  pembinaan  narapidana,  diharapkan  pembina  dapat membina   narapidana   dengan   sebaik-baiknya   agar   tujuan   pembinaan   yaitu mencegah   narapidana   mengulangi   tindak   pidana dapat tercapai. Dengan tercapainya  tujuan  pembinaan,  diharapkan  narapidana  dapat  diterima  kembali menjadi  bagian  dari  angggota  masyarakat.
Tahap-tahap  pembinaan  narapidana  di  Lapas Kelas II A Bojonegoro diawali  dengan pendaftaran  narapidana.  Pendaftaran  meliputi:  identitas  narapidana, Putusan Pengadilan,   kesehatannya   sertabarang-barang   apa   saja   yang   dibawa. Narapidana juga diberikan pengertian-pengertian mengenai cara hidup  dalam rangka  menjalani  hidup  di  Lapas Bojonegoro,  tata  tertib  dan  sanksi  yang  berlaku, hak  dan  kewajiban  narapidana  selama  berada  di  dalam  Lapas.  Selain  itu diadakan  wawancara  atau  konseling  untuk  mengetahui  kepribadian,  sikap jiwa, keadaan  keluarga,  lingkungan,  pendidikan  dan  pekerjaan  serta  latar belakang dilakukannya tindak pidana. Hal ini bertujuan agar dapat ditentukan mengenai strategi  pembinaan danbimbingan  yang tepat sehingga tujuan dari pembinaan  dapat  tercapai. Proses pembinaan  terbagi  dalam 4  (empat) tahap yaitu:
a. Tahap  pertama  
Atau disebut tahap admisi dan orientasi merupakan tahap  pengenalan narapidana.  Dalam tahap ini narapidana belum  mendapat pembinaan. Petugas hanya melakukan pengamatan, pengenalan dan penelitian terhadap narapidana mengenai latar belakang pendidikan, sebab ia melakukan tindak pidana, keadaan ekonomi dan sebagainya. Setiap  narapidana  mempunyai  satu  orang  wali yang  ditunjuk  dari petugas   Pemasyarakatan. Setiap wali biasanya mengampu kurang lebih sepuluh  narapidana. Wali bertugas mengawasi  sikap,  perilaku, tingkah  laku dan   mengamati perkembangan   narapidana serta   menilainya.   Penilaian dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan). Wali juga  berperan  untuk  menerima  keluhan-keluhan dan hal-hal yang berhubungan dengan narapidana yang diampunya.
Selama 1 (satu) bulan  menjalani  masa  pengamatan,  pengenalan  dan penelitian  lingkungan,  diadakan  sidang  TPPuntuk  menentukan  mengenai strategi  pembinaan  yang  akan  diterapkan  pada  tahap  selanjutnya. Putusan dalam sidang TPP harus sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh Pembina  Pemasyarakatan,  wali Pemasyarakatan,  pengamat Pemasyarakatan dan   pembimbing Pemasyarakatan di   LP. Dalam   masa   ini   narapidana ditempatkan di blok E.
Apabila    hasil    pengamatan    berorientasi    baik,    narapidana    dapat ditempatkan  di  Blok  D  sampai  selesai  menjalani  1/3  masa  pidananya. Tahap ini merupakan  tahap “maximum  security”dimana dilakukan pengawasan yang  ketat bagi  narapidana  dan  belum  diijinkan  untuk  berhubungan  dengan masyarakat luar.
b. Tahap Kedua
Setelah  narapidana  menjalani  1/3  masa  pidananya, segera  diadakan sidang   TPP   kembali   untuk   membahas   mengenai   penerapan   Pelaksanaan Pembinaan selanjutnya terhadap narapidana. Dalam tahap ini akan diterapkan mengenai peningkatan program. Apabila    dalam  sidang  TPP,wali  menyatakan  bahwa  ada  sikap, perilaku positif dari narapidana, narapidana dapat segera dipindahkan di Blok C dan  harus  menempuh pembinaan sampai  ½  masa pidana.
Namun apabila hasil penilaian dan pengamatan menyatakan   bahwa narapidana tidak menunjukkan  sikap  yang  baik  maka  narapidana  tersebut  tetap beradadi  blok D. Pada tahap kedua narapidana dipekerjakan di  luar blok LP sesuai dengan kemampuannya masing masing seperti berkebun, membuat  kerajinan tangan seperti layang-layang, blangkon, anyaman  plastik, konde,  wig  dan cinderamata, mengukir, membudidayakan  tanaman hias, membudidayakan lele dan sebagainya.Tujuan pelatihan adalah memberi bekal ketrampilan terhadap  narapidana, agar pada waktu bebas narapidana dapat memanfaatkan ketrampilannya untuk  memenuhi kebutuhan hidup. Dengan  tujuan tersebut diharapkan narapidana tidak melakukan pengulangan tindak pidana. Dalam hal pengawasan, diberlakukan “medium  security” yaitu pengawasan  yang tidak seketat pada tahap sebelumnya. Dalam hal ini narapidana ditempatkan di luar blok  LP agar petugas mudah mengawasi dan narapidana belum diijinkan berhubungan dengan masyarakat luar.
c. Tahap Ketiga
Apabila hasil evaluasi sidang TPP menyatakan bahwa narapidana telah menjalani   tahap-tahap   pembinaan sebelumnya dengan   baik,   ia   dapat melanjutkan tahap pembinaan   yang ketiga. Pengusulan   narapidana   yang dinyatakan  layak  untuk  menjalani  pembinaan  tahap  ketiga  dilakukan  oleh Kalapas kepada  Kakanwil Hukum dan HAM  Propinsi  Jawa  Timur.

Bentuk Persetujuan  hukum diwujudkan  dengan  Surat  Keputusan.  Narapidana  yang dijinkan  menjalani  pembinaan  tahap ini akan ditempatkan  di  Blok  B  dan menjalani sampai dengan 2/3 masa pidananya. Apabila Kakanwil Hukum dan HAM   tidak   menyetujui   karena   mungkin   ada   persyaratan   yang   belum terpenuhi, maka narapidana tetap dibina dan ditempatkan pada tahap kedua.
Narapidana dapat dipekerjakan  di  luar  tembok  LP pada Lembaga latihan  kerja  baik  yang  diselenggarakan  oleh  LP seperti  parkir,  bercocok tanam, membuka kios potong rambut, membuka jasa tambal ban, beternak dan sebagainya, maupun yang diselenggarakan oleh swasta seperti misalnya dipekerjakan pada industri rumah tangga, pembuatan mebel, gerabah, penjahit dan sebagainya. Pada tahap ini diterapkan “minimum  security” yaitu pengawasan  yang  tidak  terlalu  ketat. Dalam  hal  ini  narapidana diijinkan berada  di  luar  tembok  LP  dan  diperbolehkan  berinteraksi  dengan masyarakat luar, tetapi masih dalam pengawasan petugas. Tujuan pembinaan pada tahap asimilasi agar narapidana   dapat berasimilasi kembali atau berinteraksi dengan masyarakat setelah mereka manjalani  kehidupan di dalam Lapas yang berbeda dengan kelompok masyarakat yang berada di luar LP.

d. Tahap Keempat
Setelah narapidana berhasil menjalani tahap-tahap sebelumnya yaitu tahap pertama sampai dengan tahap ketiga, narapidana dapat melanjutkan pembinaan di tahap yang keempat. Tahap pembinaan ini adalah tahap pembinaan yang terakhir,sehingg narapidana akan menjalani tahap ini sampai masa pidananya berakhir. Bimbingan narapidana yang telah menjalani tahap integrasi tidak lagi diberikan oleh petugas Lapas tetapi sudah menjadi wewenang BAPAS. BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan yang berada dibawah Departemen Hukum dan  HAM.
Tugas dan fungsi BAPAS salah  satunya berperan mendampingi klien pemasyarakatan dari proses penyidikan, pembinaan sampai ia kembali dalam masyarakat. Bapas juga berperan memberi bimbingan kepada bekas narapidana, anak Negara dan klien Pemasyarakatan yang memerlukan misalnya bagi Klien Pemasyarakatan yang menjalani cuti menjelang bebas. Tetapi pada tahap ini Pengawasan utama tetap kepada keluarga dan masyarakat sekeliling narapidana yang bersangkutan. Setiap narapidana yang menempuh tahap ini dapat diintregasikan dengan masyarakat luar berupa cuti menjelang bebas (CMB) atau pembebasan bersyarat (PB). Pemberian CMB dan PB merupakan salah satu hak narapidana selama  menjalani pembinaan dan bimbingan di Lapas sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Peraturan Pelaksanaan mengenai CMB dan PB diatur dalam Kep.Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti menjelang bebas.
Syarat admisnistratif untuk mendapat CMB dan PB sebagai berikut:
1) Salinan Putusan Pengadilan
2) Surat keterangan asli dari kejaksaan yang menyatakan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya
3) Laporan penelitian dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitar dan orang-orang yang berhubungan dengan narapidana
4) Salinan daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalani masa pidana dari Kalapas
5) Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti grasi, remisi dan sebagainya
6) Surat kesanggupan dari  pihak  yang akan menerima narapidana seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dan sebagainya
7) Surat kesehatan dari psikolog maupun dokter tentang kesehatan jasmani maupun kejiwaannya.
Syarat substansif untuk mendapatkan CMB dan PB sebagai berikut:
1) Telah menunjukkan kesadaran    dan penyesalan  terhadap kesalahan yang diperbuat
2) Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti danmoral yang baik
3) Berhasil mengikuti program pembinaan dengan tekun, dalam hal ini di Lapas Bojonegoro
4) Narapidana tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam  waktu 9 (Sembilan) bulan  terakhir selama menjalani masa pidananya
5) Masyarakat dapat menerima kembali narapidana yang bersangkutan
6) Masa  pidana  yang  telah  dijalani  narapidana adalah 2/3 dari masa pidananya setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak  tanggal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan.

Cuti  menjelang  bebas  (CMB)  diberikan  terhadap  narapidana  yang sudah  menjalani  2/3  masa  pidananya  yang  sekurang-kurangnya 9  (Sembilan) bulan dan telah  memenuhi  syarat  administratif  maupun  syarat  substansif. Waktu minimal pemberian CMB minimal 1 (satu) hari dan maksimal 6 (enam) bulan. Usulan pemberian CMB diajukan oleh wali pada sidang TPP. 
Apabila sidang TPP menyetujui usulan itu berdasarkan pada  pertimbangan-pertimbangan yang ada misalnya pertimbangan tentang kelakuan baik yang ditunjukkan oleh narapidana atau tidak ada pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh narapidana maka usulan itu kemudian disampaikan pada Kalapas. Setelah mendapat persetujuan dari  Kalapas, dilanjutkan kepada Kakanwil Hukum dan HAM untuk mendapat persetujuan  dengan mengeluarkan SK. Setelah dikeluarkannya SK, narapidana dapat menjalankan CMB. Ijin CMB akan berakhir tepat pada saat bersamaan dengan hari bebas yang sesungguhnya. Hak atas pembebasan bersyarat  (PB) diberikan kepada narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidananya dengan ketentuan tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulandan telah memenuhi syarat administratif maupun substansif. Pemberian Pembebasan bersyarat tidak ada batasan waktu maksimum seperti pemberian CMB. Proses pengajuan PB pertama kali diusulkan oleh  wali narapidana.

Hal itu dilakukan karena  wali  merupakan  orang  yang  selalu  bertemu  dengan narapidana,   mengetahui   tingkah   laku   narapidana   selama   menjalani   masa pidananya,  sehingga  ia  dapat  mengetahui  narapidana  yang  berhak  untuk mendapatkan  PB.  Kemudian  pengamatan  itu  disampaikan  dalam  sidang  TPP khsusus  yang  membahas  mengenai  PB.  Dalam  sidang  TPP  akan  dilakukan Cross  Checkdata  antara Wali, Pengamat Pemasyarakatan,  Pembina  dan Pembimbing  Pemasyarakatan.  Apabila  keseluruhan  data  menyatakan  bahwa narapidana  yang  bersangkutan  telah  berkelakuan  baik  dan  telah  memenuhi syarat  adminstratif  maupun  substansif,  usulan  dapat  disampaikan  kepada Kalapas.  Usulan  dari wali  harus  sudah  disampaikan dalam  waktu  2  (dua) bulan sebelum narapidana yang bersangkutan menjalani 2/3 masa pidananya.

Setelah   Kalapas   menyetujui, dilanjutkan   dengan   menyampaikan kepada   Kakanwil Hukum dan   HAM.   Persetujuan   yang   diberikan   oleh Kakanwil Hukum dan  HAM  melalui  sidang  TPP Kanwil Hukum dan  HAM akan  diserahkan  kepada  Dirjen  Pemasyarakatan  dalam  waktu  14  hari sejak usulan   diterima.   Apabilausulan   disetujui,   Dirjen   Pemasyarakatan   harus mengeluarkan SK tentang ijin PB dengan diketahui oleh MenteriHukum dan HAM  dalam  waktu  30  hari  sejak  usulan  diterima. Apabila  usulan ditolak, Dirjen  Pemasyarakatan  harus  memberitahukan  penolakan pengajuan  PB pada Kalapas  yang bersangkutan disertai dengan alasan penolakan dalam waktu 30 hari sejak usulan diterima.

B. Kendala dalam Melaksanakan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro
Kendala-kendala penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:
1. Faktor Hukum
Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum yang disebabkan oleh konsepsi keadilan. Konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
2. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
Penegakan hokum tidak akan berjalan lancer tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut antara lain mencakup tenaga kerja manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.
3. Faktor Masyarakat
Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum serta persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yang brarti adanya derajat kepatuhan hukum yaitu tinggi, sedang, kurang yang merupakan satu indicator berfungsinya hukum.
4. Faktor Penegakan Hukum
Mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau praturan sudah baik namun kualitas petugas kurang baik, akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan untuk mencapainya suatu tujuan penegakan hukum adalah menyatukan kepribadian penegakan hukum.
5. Faktor Kebudayaan 
Fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat yaitu mengatur manusia agar dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikap. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.
Pelaksanaan pembinaan narapidana yang dilakukan petugas Lapas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro bertujuan agar petugas Lapas dalam melaksanakan kewenangan dalam pembinaan narapidana sesuai dengan :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
2.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan
3. Peraturan Menteri Nomor M HH 16 KP 05 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
5. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Penetapan Lapas Tertentu Sebagai Rutan.
Kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana yang dilakukan petugas Lapas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
Kondisi  bangunan Lapas yang sudah tua dan banyak bagian-bagian tertentu yang sudah rapuh membuat bangunan tersebut tidak memenuhi standar bangunan bagi lembaga pemasyarakatan yang seharusnya lembaga pemasyarakatan itu mempunyai steril area, branggang dan tembok    pengaman  serta pos pantau.
2. Faktor Masyarakat
Pandangan negatif dari masyarakat dan  masih menonjolkan sikap Prisonisasi dan stigmatisasi pada narapidana yang masih melekat, khususnya yang sedang menjalani proses pembinaan Pembebasan Bersyarat atau   Cuti menjelang bebas yang berada di lingkungan masyarakat. Hal tersebut kurang mendukung keberhasilan tujuan pemasyarakatan, bahkan dapat menyebabkan adanya residivise.
3. Faktor Penegak Hukum
Kurangnya tenaga professional seperti tenaga ahli dibidang psikologi, tenaga kesehatan, pengajar dan pelatih keterampilan bagi narapidana dan tidak ada pelatihan khusus   mengenai pelaksanaan proses pembinaan serta kurang pemahaman petugas akan arti pentingnya 10 (sepuluh) prinsip Pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas, sehingga tugas perwalian kurang berjalan secara efektif.
Kesimpulan
Berdasarkan Wawancara bersama  Bapak Edy Saryanto, Bc.IP, S.Pd., MM.  Selaku Kepala Lapas Kelas II A Bojonegoro Tahap pembinaan  narapidana  diawali  dengan  pendaftaran  narapidana  dan  diikuti  dengan proses pembinaan yang terbagi ke dalam  4 (empat) tahap yaitu: 

A. Tahap  pertama  
Atau disebut tahap admisi dan orientasi merupakan tahap pengenalan narapidana. Dalam 

tahap ini narapidana belum mendapat pembinaan. Petugas hanya melakukan pengamatan, pengenalan dan penelitian terhadap narapidana mengenai latar belakang pendidikan, sebab ia melakukan tindak pidana, keadaan ekonomi dan sebagainya. Setiap narapidana mempunyai satu orang wali yang ditunjuk dari petugas Pemasyarakatan. 
B. Tahap Kedua
Narapidana  menjalani  1/3  masa  pidananya, segera  diadakan sidang   TPP   kembali   untuk   membahas   mengenai   penerapan   Pelaksanaan Pembinaan selanjutnya terhadap narapidana. Dalam tahap ini akan diterapkan mengenai peningkatan program. Apabila    dalam  sidang  TPP,wali  menyatakan  bahwa  ada  sikap, perilaku positif dari narapidana, narapidana dapat segera dipindahkan di Blok C dan  harus  menempuh pembinaan sampai  ½  masa pidana. Namun  apabila hasil   penilaian   dan   pengamatan   menyatakan   bahwa   narapidana   tidak menunjukkan  sikap  yang  baik  maka  narapidana  tersebut  tetap beradadi  blok D.
C. Tahap Ketiga
Apabila hasil evaluasi sidang TPP menyatakan bahwa narapidana telah menjalani tahap-tahap pembinaan sebelumnya dengan baik, ia dapat melanjutkan tahap pembinaan yang ketiga. Pengusulan narapidana yang dinyatakan layak untuk menjalani pembinaan tahap ketiga dilakukan oleh Kalapas kepada Kakanwil Hukum dan HAM Propinsi Jawa Timur. Bentuk Persetujuan hukum diwujudkan dengan Surat  Keputusan.Narapidana yang dijinkan  menjalani  pembinaan tahap ini akan ditempatkan  di  Blok  B dan menjalani sampai dengan 2/3 masa pidananya. Apabila Kakanwil Hukum dan HAM tidak menyetujui karena mungkin ada persyaratan yang belum terpenuhi, maka narapidana tetap dibina dan ditempatkan pada tahap kedua.
D. Tahap Keempat
Setelah narapidana berhasil menjalani tahap-tahap sebelumnya yaitu tahap pertama sampai dengan tahap ketiga, narapidana dapat melanjutkan pembinaan ditahap yang keempat. Tahap pembinaan ini adalah tahap pembinaan yang terakhir, sehingga narapidana akan menjalani tahap ini sampai masa pidananya berakhir. Bimbingan narapidana yang telah menjalani tahap  integrasi tidak  lagi diberikan  oleh  petugas  Lapas  tetapi  sudah  menjadi wewenang  BAPAS.
Berdasarkan penelitian mengenai implementasi atas kewenangan kalapas dalam melaksanakan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatn Kelas II A Bojonegoro, mendapati beberapa kendala diantaranya:
1. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
Kondisi bangunan Lapas yang sudah tua dan banyak bagian-bagian tertentu yang sudah  rapuh membuat bangunan tersebut tidak memenuhi standar bangunan bagi lembaga pemasyarakatan yang seharusnya lembaga   pemasyarakatan itu  mempunyai  steril  area,  branggang dan    tembok    pengaman    serta    pos pantau.
2. Faktor Masyarakat
Pandangan  negatif  dari  masyarakat  dan masih menonjolkan sikap Prisonisasi dan  stigmatisasi   pada narapidana yang masih melekat, khususnya yang sedang menjalani proses pembinaan Pembebasan Bersyarat atau Cuti menjelang bebas yang berada di lingkungan masyarakat. Hal tersebut kurang mendukung keberhasilan tujuan pemasyarakatan, bahkan dapat menyebabka  adanya residivise.
3. Faktor Penegak Hukum
Kurangnya tenaga profesional seperti tenaga ahli di bidang psikologi, tenaga kesehatan, pengajar dan pelatih keterampilan bagi narapidana dan tidak ada pelatihan khusus mengenai pelaksanaan proses pembinaan serta kurang pemahaman petugas akan arti pentingnya 10 (sepuluh) prinsip Pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas, sehingga tugas perwalian kurang berjalan secara efektif.
Saran

Beberapa hal berikut dapat dijadikan saran dan sebuah masukan oleh para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasayarakatan Kelas II A Bojonegoro:
1. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro dalam melakukan kegiatan pembinaan narapidana untuk segera memenuhi fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan wewenang, tugas dan tanggung jawab pembinaan narapidana.
2. Bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan  pemenuhan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan untuk meningkatkan pengetahuan yang dimiliki.
3. Bagi Pemerintah dapat membuat peraturan terkait denda mengefektifkan hukuman. Narapidana dan tahanan notabene merupakan beban Negara yang harus diberi makan dan fasilitas penjagaan, semakin banyak narapidana brarti semakin besar beban Negara.
4. Mengurangi arus masuk terpidana ke lembaga pemasyarakatan dengan mengefektifkan penjara lain.
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